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ABSTRAK
ologi reproduksi berbantu (Assisted Reproductive Technology/ART), khususnya prakiik
&@ i), telah menimbulkan persoalan hukum, etika, dan hak asasi manusia yang kompleks. Sur
raktik di mana seorang perempuan mengandung anak untuk kemudian diserahkan kepada pihak
njadi perdebatan di Indonesia karena belum adanya pengaturan hukum positif yang secara e sit,
ur mengenai legalitas, batasan, maupun perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik
Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berimplikasi serius terhadap
indungan martabat perempuan sebagai ibu pengganti dan hak-hak anak yang dilahirkan dari praktik
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan sistem hukum pidana di Indonesia terhadap praktik surogasi
jserta membandingkannya dengan pengaturan di beberapa negara lain dari sudut pandang hukum pidana
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan|
onseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan menganalisis peraturan perundang-undangar
yang relevan, doktrin, serta studi kasus yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik
sewa rahim belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, praktik ini berpotensi
melanggar sejumlah ketentuan pidana seperti pemalsuan identitas (Pasal 263 KUHP), eksploitasi perempuan

No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO), dan bahkan perdagangan anak. Selain itu, praktik surogasi yang
bersifat komersial juga dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan norma moral yang berlaku
dalam masyarakat Indonesia. Hasil perbandingan dengan negara-negara seperti India, Inggris, dan Amerika
§ Serikat menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang tegas dan komprehensif sangat penting untuk mencegah

penyalahgunaan praktik ini. Di Indonesia. praktik surogasi masih berlangsung secara diam-diam dan informal,
sehingga tidak hanya melanggar asasasas hukum pidana, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian terhadap sta
ukum anak, kontrak surogasi. dan perlindungan ibu pengganti dari sisi kesehatan maupun psikologis. Penelitian

ni menyimpulkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, praktik sewa rahim dapat menjadi bentuk eksploitasi barul
erhadap perempuan dan anak yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu,

perlu adanya perumusan aturan pidana yang tegas dan berkeadilan untuk mengisi kekosongan hukum,

. melindungi pihak yang rentan, dan menciptakan sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, 3
serta ideologi Pancasila sebagai dasar negara

ta Kunci : Sewa Rahim, Surogasi, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia, Kekosongan Hukum, Eksploitasi A
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JURI EVIEW OF SURROGACY PRACTICES IN THE PERSF
s CRIMINAL LAW SYSTEM
(Irawani Soleman Harahap, 2110111121, Faculty of Law, Andalas University, 86

ABSTRACT
{The advancement of assisted reproductive technology (ART), particularly surrogacy, has introduced new
he fields of law, ethics, and human rights. Surrogacy, or gestational arrangement through which a woman car
on behalf of others, remains a controversial practice in Indonesia due to the absence of specific legal regulations
its legality, scope, and limitations. This legal vacuum raises concerns related to the protection of human dig
or women acting as surrogate mothers and children born from such arrangements. The aim of this research
the juridical view of Indonesia’s criminal law system on the practice of surrogacy, as well as to analyze and com
other countries regulate similar practices from a criminal law perspective. This study employs a normative jurid
approach supported by statutory and conceptual frameworks, focusing on the synchronization and interpretation of leg
orms related to reproductive health, criminal law, human rights, and bioethics. Data was collected through legal liters
iew, including statutory regulations, doctrines, legal commentaries, and relevant case studies. The findings reveal
although surrogacy is not explicitly regulated in Indonesia’s Criminal Code. it may intersect with various criminal o
such as identity fraud (Article 263 of the Criminal Code), exploitation of women (Law No. 21 of 2007 on nf
rafficking), and potential child trafficking Furthermore, surrogacy as a commodification of the human body contradicts
several national principles, especially those rooted in Pancasila, which upholds human dignity, social justice, and mors
order. Comparative analysis with countries such as India, the United Kingdom, and the United States indicates the necessity
of clear and comprehensive legislation to prevent the misuse and commercialization of women’s reproductive functions. In
e Indonesian context, the unregulated practice of surrogacy often takes place informally, raising serious legal uncertainties;,
for all parties involved—particularly with respect to the legal status of the child, the enforceability of surrogate contracts,|
and potential psychological harm to surrogate mothers. This study concludes that surrogacy, if left unregulated, may lead
to significant ethical violations, exploitation, and injustice. It calls for the formulation of a clear, just, and human-centered
legal framework that balances individual reproductive rights with public interest, while also ensuring protection [,‘ :
vulnerable parties. The regulation of surrogacy must reflect Indonesia’s moral, cultural, and religious values, align with its|
constitutional commitment to human rights, and provide legal certainty within the criminal justice system.
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